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ABSTRAK

Nilai Pabean sebagai dasar penentuan Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam
Rangka Impor merupakan suatu cara penilaian terhadap harga transaksi antara
pembeli dalam daerah pabean dan penjual di luar daerah pabean. Nilai Pabean pada
praktek di lapangan pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai. Dasar Hukum mengenai penetapan nilai pabean diatur dalam Undang-Undang
No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai KEP-
81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan
Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk serta beberapa peraturan perundang-
undangan dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang penetapan Nilai Pabean.

Saat ini terdapat enam metode penetapan Nilai Pabean yang digunakan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai dasar perhitungan Bea Masuk, Cukai dan
pungutan pabean lainnya. Keenam metode tersebut adalah Metode Harga Transaksi,
Metode Barang Identik, Metode Barang Serupa,, Metode Deduksi, Metode
Komputasi dan Metode Penggunaan Data Dalam Daerah Pabean Secara Fleksibel.
Dalam pelaksanaan penetapan Nilai Pabean terdapat beberapa kondisi dan
persyaratan dimana harga transaksi pembeli dan penjual dapat diterima atau ditolak
sebagai harga yang sebenainya atau seharusnya dibayar untuk menghitung pungutan
negara. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak terdapat hubungan
antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga atau biasa disebut sebagai
pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Praktek transfer pricing banyak terjadi pada transaksi perdagangan
perusahaan multinasional yang mempunyai hubungan istimewa dengan melibatkan
perusahaan dalam suatu struktur afiliasi. Dengan adanya praktek rransfer pricing
akan sangat sulit menentukan harga transaksi yang digunakan untuk menghitung
pungutan negara dalam rangka imper.. Penctapan Nilai Pabean yang dilakukan oleh
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai belum dapat mengidentifikasi adanya kecurangan
tersebut dikarenakan keterbatasan bukti pemeriksaan. Oleh karena itu penelitian ini
mengambil topik “Penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Bidang Audit Kantor
Wilayah VII DJBC Surabaya terhadap perusahaan multinasional yang melakukan
importasi dengan indikasi adanya salah satu bentuk prakiek (ransfer pricing”.
Melalui audit kepabeanan dan cukai diharapkan praktek transfer pricing dengan
berbagai macam bentuk aplikasinya mampu dibaca apakah sebagai tindakan
perlawanan aktif yang melanggar undang-undang (7ax Lvasion) ataukah hanya
sekedar perlawanan aktif yang tidak melanggar undang-undang (7ax Avoidance).
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